Menimbang

Mengingat

@ SALINAN
BUPATI DELI SFRDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 35 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI DELI SERDANG

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah,
pengelolaan pembangunan, pelayanan masyarakat yang
didukung oleh perencanaan pembangunan yang terpadu dan
partisipatif serta penyusunan R-APBD diperlukan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
mengamanatkan Bupati/Wali Kota untuk menetapkan RKPD
kabupaten/kota melalui Peraturan Bupati/Wali Kota.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021.

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Didalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan
Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah;
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir
Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan
Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah
Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
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telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun
2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008
Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun
2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Deli Serdang Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli
Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  BUPATI  TENTANG  RENCANA  KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN DELI
SERDANG TAHUN 2022



BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.  Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;

3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Deli Serdang;

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 1 (satu) tahun;

5.  Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Deli
Serdang;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli
Serdang, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, adalah dokumen
perencanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang untuk
periode 1 (satu) tahun yaitu mulai Tanggal 1 Januari 2022
dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

(2) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 merupakan
penjabaran dari RPJMD Tahun 2019 - 2024 untuk tahun
2022.

(3) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan :

a. berdampak luas pada penyelesaian permasalahan yang
dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Deli
Serdang ;

b. bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan
dalam Tahun 2022.

(4) RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah
Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022.

Pasal 3

Dalam  rangka penyusunan RAPBD  Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggunakan RKPD



Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022, sebagai bahan pembahasan
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran di
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Pasal 4

(4) Kepala Perangkal Daerah membuat laporan kinerja atas
pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian
tentang keluaran sub kegiatan/ kegiatan dan indikator
kinerja masing-masing program.

(5) Laporan realisasi keuangan semester pertama disertai
program enam bulan berikutnya dan laporan akhir tahun
anggaran disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan
kegiatan setiap bulannya disampaikan kepada Sekretaris
Daerah cq. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

(6) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan
bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya
yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

RKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022 sebagaimana
tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang  mengetahuinya, = memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam

pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI DELI SERDANG
Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 30 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

DARWIN ZEIN, 8.Sos

Ted
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